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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan
transparansi BKPSDM pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat capaian kinerja BKPSDM
Kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang tahun 2024, yang diukur berdasarkan
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis. Selama periode ini, BKPSDM telah berupaya secara optimal untuk
melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan
kualitas pelayanan kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia di
lingkungan pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat
capaian kinerja yang signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan
di masa mendatang.

Dalam penyusunan LKIP ini, kami senantiasa mengacu pada prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil. Capaian kinerja yang
disajikan dalam laporan ini mencerminkan komitmen BKPSDM untuk terus
meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Kami juga menyadari bahwa
keberhasilan yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak,
termasuk seluruh pegawai BKPSDM, mitra kerja, serta masyarakat.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi
juga menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kinerja di masa yang akan datang. Dengan begitu, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dapat
terus berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pembangunan sumber

daya manusia yang kompeten dan profesional.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 ini. Semoga dokumen
ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan
perencanaan strategis ke depan. Kami terbuka untuk menerima masukan
konstruktif guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Sampit, 10 Januari 2025




RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
DPaya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tupoksi, visi dan misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Tahun 2024, serta
sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada
tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk
mengkomunikasikan  pencapaian  kinerja Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
satu tahun anggaran.

LKIP ini merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum
pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 — 2026 yang
memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Utama.

Untuk merealisasikan tujuan strategis, BKPSDM Kabupaten Kotawaringin
Timur telah menetapkan dua sasaran utama dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Adapun Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dan persentase capaian
kinerja sebesar 110,98%, Berikut adalah rincian capaian indikator kinerja utama

untuk masing-masing diuraikan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan:
dengan capaian kinerja 36 JP dari Target 32 JP yang Mencapai 112,50%
dari target, menunjukkan upaya yang optimal dalam memberikan akses
pelatihan kepada ASN.

b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal:
dengan capaian 261,09% dari target 2,20 persen terealisasi 5,74 persen,
mencerminkan tingginya komitmen dalam pengembangan kompetensi
ASN.
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c. Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural: Mencapai 107,17%, menandakan tercapainya farget dalam

mendukung pengembangan karir pejabat ASN.

d. Indeks Kepuasan Kepegawaian: Tercapai sesuai target dengan kategori
baik.

2. Meningkatnya Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

a. Persentase Pelanggaran Disiplin: Dengan capaian 77,27%, upaya
pengendalian disiplin pegawai menunjukkan hasil yang baik.

b. Persentase ASN dengan nilai SKP. minimal B/BB: Mencapai 100,11%,
mengindikasikan kinerja pegawai yang Baik.

c. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai kompetensi:
Capaian sebesar 108,33% menunjukkan penempatan pejabat yang
menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

d. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK: Dengan realisasi
80,49%, menunjukkan upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang progresif.

e. Persentase SIM Layanan Kepegawaian yang terbangun: Capaian
sebesar 52,08% menunjukkan langkah awal yang baik dalam digitalisasi
layanan meskipun masih perlu ditingkatkan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan akuntabilitas kinerjia instansi pemerintah merupakan salah
satu tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Dalam rangka mendukung hal fersebut, sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen strategis
yang diwajibkan bagi seluruh instansi, termasuk BKPSDM Kabupaten
Kotawaringin Timur. Dasar hukum pelaksanaan SAKIP ini mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kabupaten
Kotawaringin Timur berkomitmen untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
setiap kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan. Hal ini diwujudkan melalui
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM
sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKIP tahun 2024 ini
disusun berdasarkan pedoman yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyusunan LKIP juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
sejauh mana capaian target kinerja yang telah direncanakan. Dengan adanya
LKIP, BKPSDM dapat mengevaluasi pencapaian program kerja sekaligus
merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Selain itu, penyusunan LKIP tahun 2024 ini didorong oleh kebutuhan
akan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam era keterbukaan informasi,
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, LKIP menjadi



media penting dalam memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat
kepada para pemangku kepentingan.

Konteks penyusunan LKIP tahun ini juga mencerminkan respons
BKPSDM terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, terutama terkait
dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Transformasi digital
telah mendorong pemerintah untuk beradaptasi dalam memberikan pelayanan
yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus
peluang bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerja melalui inovasi teknologt.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, BKPSDM Kabupaten
Kotawaringin Timur menempatkan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia sebagai salah satu prioritas utama. ASN dituntut untuk memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman, terutama
dalam menghadapi era digital. Oleh karena itu, pelaksanaan program pelatihan
dan pengembangan kompetensi menjadi salah satu fokus dalam perencanaan
dan pelaksanaan kinerja BKPSDM.

Selain aspek internal, penyusunan LKIP juga memperhatikan sinergi
dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Sebagai bagian dari
pemerintah daerah, BKPSDM berperan mendukung pencapaian visi dan misi
Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana teriuang dalam dokumen
perencanaan strategis daerah, seperti RPJMD. Sinergi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa seluruh program kerja BKPSDM selaras dengan prioritas
pembangunan daerah.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta
yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan
kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan
akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan LKIP tahun 2024 ini dapat menjadi
dokumen strategis yang tidak hanya mencerminkan pencapaian kinerja
BKPSDM, tetapi juga menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah ke
depan untuk mewujudkan visi dan misi BKPSDM serta mendukung keberhasilan
pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
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Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang
dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus
mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan
dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang
menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi
anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat
dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi
keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik
bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang
manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012
dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
lembaga teknis daerah berbentuk badan yang dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan
tugas membantu dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
di Bidang Kepegawaian. Dalam rangka fungsi manajemen kepegawaian, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
kewenangan dan sekaligus memikul tanggung jawab dalam upaya
meningkatkan profesionalisme dan pemberdayaan aparatur Pegawai Negeri
Sipil di daerah.

Susunan organisasi dan rincian tugas pokok fungsi serta uraian tugas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten



Kotawaringin Timur tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor
26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan.

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai
ASN.

b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi,
promosi dan pengembangan karir, serta pemberhentian pegawai ASN
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam



peraturan perundang-undangan.

. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai ASN sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

. Penetapan kebutuhan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
pegawai ASN;

. Penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pegawai negeri sipil.

. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

i. Pelaksanaan dan evaluasi penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan

penegakan disiplin pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

j. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN.

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan
Kabupaten Kotawaringin Timur.

. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangn Sumber Daya Manusia.



Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022, sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kelompok
Jabatan
Fungsional




Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 (tujuh belas) orang pegawai kontrak (data per
31 Desember 2024). Latar belakang pendidikan ASN bervariasi mulai SMA hingga
Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan disajikan
pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi ASN BKPSDM Kab. Kotim Berdasarkan Pendidikan

NO  PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)

1 |S-2 10
2 | S-1/D-IV 32
3 | Dl 4

Jumlah 46

Sumber: Data Pegawai ASN per 31 Desember 2024 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024

Adapun Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
unsur pelayanan publik.Selain itu, terdapat saranapenunjang yang disediakan
kepada pelanggan agartercipta kenyamanan. Sarana yangada meliputi
komputer, mebelair, peralatan komunikasi, ruangan ber-AC dan lain-lain.
Kondisi prasarana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

o - JENIS .  JUMLAH
1 Banunan Kantor (Dua Lantai) o . 1 unit |
2 | Parkir Area 1 unit
3 | Pos Penjaga Malam 1 unit
4 | Pagar dan Papan Nama Kantor 1 unit
5 | Gedung CAT 1 unit
6 | Aula Balai Diklat 1 unit
7 | Asrama Balai Diklat 2 unit
8 | Mushola Balai Diklat 1 unit




JENIS . ~ JUMLAH

9 mah Dinas Penjga Balai Diklt 1 unit
10 | Dapur dan Tempat Makan 1 unit
11 | Pos Penjaga Balai Diklat 1 unit
12 | Ruang Kelas 1 unit
13 | Pagar dan Gapura Balai Diklat 1 unit
14 | Gudang Arsip Balai Diklat 1 unit

Sumber: Data Prasarana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

C.

Kotawaringin Timur tahun 2024

Isu Strategis serta permasalahan
Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka

menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5

(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.

Tuntutan kualitas SDM aparatur yang memiliki daya saing global sebagai
dampak tuntutan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;

Regulasi, anggaran dan komitmen pimpinan yang mendukung pengembangan
kompetensi SDM Aparatur,

. Kondisi kompetensi ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditingkatkan

dengan tingkat penguasaan ASN terhadap teknologi informasi cukup
memadai;

Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal terkait
indentifikasi yang belum berbasis kompetensi, perencanaan yang belum
sepenuhnya sesuai identifikasi, pelaksanaan diklat hanya terbatas secara
klasikal, evaluasi dan pemanfaatannya belum sesuai dengan kebutuhan;

. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan

kebutuhan organisasi;

. Pentingnya pembinaan dan penegakan disiplin aparatur secara berkelanjutan

dengan mengedepankan cara preventif;



7. Masih adanya resistensi terhadép transformasi manajemen kepegawaian
dengan sistem merit.

Adapun isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yakni:

1. Tuntutan kualitas SDM aparatur yang memiliki daya saing global sebagai
dampak tuntutan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;

2. Regulasi, anggaran dan komitmen pimpinan yang mendukung pengembangan
kompetensi SDM Aparatur,

3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal terkait
indentifikasi yang belum berbasis kompetensi, perencanaan yang belum
sepenuhnya sesuai identifikasi, pelaksanaan diklat hanya terbatas secara
klasikal, evaluasi dan pemanfaatannya belum sesuai dengan kebutuhan;

4. Belum tersediannya Data Profil Kompetensi seluruh Pegawai ASN, sehingga
penempatan dalam jabatan tertentu belum sepenuhnya didasarkan pada
kesesuaian kompetensi dengan standar Kompetensi Jabatan;

5. Penyelesaian tenaga non ASN paling lambat 31 Desember 2024 (UU
20/2023),

6. Pentingnya pembinaan dan penegakan disiplin aparatur secara berkelanjutan
dengan mengedepankan cara preventif;

7. Masih adanya resistensi terhadap transformasi manajemen kepegawaian

dengan sistem merit.

D. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIPY);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja instansi Pemerintah;



3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 70 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021
tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2024,

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
C. Isu Strategis serta Permasalahan utama
D. Landasan Hukum
E. Sistematika
BAB Il  PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja Tahun 2024
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Strategi Peningkatan Kinerja
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BAB ||
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia harus dapat mewujudkan ASN yang mampu
menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan
pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor & Tahun 2014
Tentang ASN. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa
depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk Visi,
perumusan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten
Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera“.

Visi tersebut dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

¢ Mewujudkan pembangunan infrasruktur yang berkelanjutan.

o Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman
dan bertagwa kepada Tuhan Yang Masa Esa.

o Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
(good governance).

» Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Tujuan, dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur vyang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur
berkonsentrasi kepada semua program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu
2021-2026 dengan fujuan “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan”. Adapun
sasaran, dalam rangka penjabaran tujuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, periu
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dikembangkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu
2021 -2026 sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan pubiik.

b. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama, dibuat sebagai ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain :

a. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

c. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural

Indeks Kepuasan Kepegawaian

Persentase Pelanggaran Disiplin

Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB

@ - o o

Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan
kebutuhan organisasi

h. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK

i. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 (dua) Urusan, 3 (tiga) program, 12 (dua
belas) kegiatan dan 37 (tiga Puluh tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

A. Urusan Kepegawaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya
1.2.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang — Undangan
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang — Undangan

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material

1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan.

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
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2.Program Kepegawaian Daerah

2.1,

2.2

2.3.

2.4

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK

212 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan  Administrasi
Pemberhentian

2.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi

2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
2.3.1 Sub Kegiatan Assessment Center
2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

242 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi

~ Pegawai

2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

2.4.5 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

2.4.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
ASN

2.4.7 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2.4.8 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN
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B. Urusan Pendidikan Dan Pelatihan
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi
1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2.4 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

2.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun
2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2024:

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

1 | Mewujudkan 1.1 Meningkty Rata-rata Iama JP 32

tata Kelola a kualitas | pegawai

pemerintahan pelayanan mendapatkan

yang baik, publik Pendidikan  dan

bersih dan pelatihan

berwibawa Persentase ASN| % 2,20
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(good
governance)

yang  mengikuti
Pendidikan dan
pelatihan formal

Persentase
pejabat ASN yang
telah  mengikuti
Pendidikan dan
pelatihan
struktural

%

9,07

Indeks Kepuasan

Kepegawaian

Baik

Baik

1.2

Meningkatny
a kualitas
kinerja
birokrasi
yang bersih
dan

akuntabel

Persentase
Pelanggaran
Disiplin

%

0,22

Persentase ASN
dengan nilai SKP
minimal B/BB

%

95,11

Persentase
pejabat yang
menduduki
jabatan sesuai
dengan
kompetensi dan
kebutuhan

organisasi

%

52,00

Persentase
pemenuhan
pegawai
berdasarkan ABK

%

83,28

Persentase SIM
layanan
Kepegawaian
yang terbangun

%

60,00
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya
adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
Laporan Kinerja lnsténsi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator
Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 — 2026. Perjanjian kinerja disusun
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaiaan tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan organisasi. Indikator kinerja dapat dilihat
pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, Adapun Tujuan
disusunnya Perjanjian Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organiasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinefja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotawaringin Timur pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan
Bupati Kotawaringin Timur guna mewujudkan target kinerja

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1 2 3
Meningkatnya Rata-rata lama pegawai mendapatkan 32
kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan
publik Persentase ASN yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal 2,20

Persentase pejabat ASN yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan 9,07

struktural

Indeks Kepuasan Kepegawaian Baik
Meningkatnya Persentase Pelanggaran Disiplin 0,22

kualitas kinerja p =
birokrasi yang bersih S?BrsBentase ASN dengan nilai SKP minimal 95.11

dan akuntabel

Persentase pejabat yang menduduki jabatan

sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan 52 00
organisasi
Persentase Pemenuhan Pegawai
berdasarkan ABK 83,28
Persentase SIM layanan Kepegawaian yang

60,00
terbangun

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Kotawaringin Timur tahun 2024
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah  untuk  mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik, sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran
untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah
sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun tujuan
dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2024.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, terdapat
kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator

kinerjamenjadi empat katagori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

1 91% < 100% Sangat Tinggi

2 76% < 90% Tinggi
s | 66% < 75% Sedang
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51% < 65%

Rendah

Sangat Rendah

Rumus untuk mendapatkan Capaian Kinerja adalah= %:::iﬂm%

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik

ata—ra : lama

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Bidang

pegawai Tinggi Pengembangan

mendapatkan Kompetensi

pendidikan Aparatur

dan pelatihan

Persentase 2,20 574 260, 91 Sangat Bidang

ASN yang Tinggi Pengembangan

mengikuti Kompetensi

pendidikan Aparatur

dan pelatihan

formal

Persentase 9,07 972 107,17 Sangat Bidang

pejabat ASN Tinggi Pengembangan

yang telah Kompetensi

mengikuti Aparatur

pendidikan

dan pelatihan

struktural

Indeks Baik Baik 100,00 Sangat Bagian Umum

Kepuasan Tinggi dan

Kepegawaian Kepegawaian
Sekretariat
BKPSDM
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Persentase

022

0,17 77,27 Tingg
ya kualitas | Pelanggaran Penilaian
kinerja Disiplin Kinerja Aparatur
birokrasi dan Penghargan
yang bersih | Persentase 95,11 95,21 100,11 Sangat Bidang
dan ASN dengan Tinggi Penilaian
akuntabel nilai SKP Kinerja Aparatur
minimal B/BB dan Penghargan
Persentase 52,00 56,33 108,33 Sangat Bidang Mutasi
pejabat yang Tinggi dan Promosi
menduduki ASN
jabatan sesuai
dengan
kompetensi
dan kebutuhan
| organisasi
Persentase 83,28 67,03 80,49 Tinggi Bidang Mutasi
Pemenuhan dan Promosi
Pegawai ASN
berdasarkan
ABK
Persentase 60,00 31,25 52,08 Rendah Bidang
SIM layanan Penggadaan,
Kepegawaian Pemberhentian
yang dan Informasi
terbangun
RATA-RATA PENCAPAIAN KINERJA 110,98%

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dalam indikator kinerja utama

yang akan dicapai, ke 2 (dua) Sasaran Strategis tersebut diukur dengan

menetapkan 9 indikator (sembilan) indikator kinerja utama yang dilaksanakan

oleh setiap bidang di lingkungan BKPSDM.

Hasil sasaran dan indikator, secara keseluruhan rata-rata tingkat capaian

kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk kedalam kategori “Sangat Tinggi”
dengan nilai 110,98%.
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1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotawaringin Timur sebagai berikut :

» Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik memiliki 4
(empat) Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

112,509

peg
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan

Capaian Sasaran 112,50%

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat 1 setiap PNS memiliki hak dan
kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja kompetensi PNS yang bersangkutan
ayat 2 Hak dan Kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi
sebagaimana dimaskud ayat 1 dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam
1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam pencapaian indikator sasaran strategis ini, menuangkan
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), meningkatkatnya kualitas pelayanan
kepegawaian dengan indikator kinerja Rata-rata lama pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan Target 32 JP perolehan Realisasi 36 JP , Capaian
Sasaran 112,50% dimana ditahun 2024 pelaksanaan diklat teknis fungsional
sebanyak 34 JP terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Penyusunan Layaan Adminisrasi Kepegawaian Terintegrasi
Berbasis Digital sebanyak 8 JP dengan materi Pengoperasian E-Layanan
yang terintegrasi dengan Simpeg BKPSDM dikuti 48 peserta yang
ditargetkan Pengelola Kepegawaian dilaksanakan pada 6 Juni 2024;

2. Pelatihan Coaching dan Mentoring sebanyak 18 JP dengan materi strategi
penerapan Proses Coaching Mentoring hingga Live Coaching yang diikuti 43
peserta bagi Pejabat Eselon III/1V dilaksanakan 20-21 Juni 2024;
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3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 8 JP dengan materi Pembinaan
dan Pengawasan Penyusunan Laporan Keuangan, Overview Laporan,
Pelatihan Akuntansi dan Penyusunan Aset Tetap dan Reklasifikasi Barang
Milik Daerah diikuti 125 Peserta yang di targetkan bagi Kasubbag Keuangan
dan Bendahara dilaksanakan 27Agustus 2024.

2. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang 260, 91%
mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

Capaian Sasaran 260, 91%

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebanyak 2,20%
diperoleh realisasi sebanyak 5,74% dan capaian kinerja sasaran 260, 91%

Peningkatan kompetensi Pegawai negeri sipil dapat pula ditempuh
melalui pendidikan formal yang dilaksanakan melalui Tugas belajar.

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih
tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri adapun jumiah
pegawai yang mengikuti Tugas belajar dengan tahun 2024 sebanyak 281 (Dua
Ratus Delapan Puluh Satu) pegawai.

3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Struktural

ersentase pejaba
yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
struktural

Capaian Sasaran 107,17%

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan ASN pada dasarnya bertujuan
untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi
kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi
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organisasi. Salah satu bentuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur
adalah melalui pendidikan dan pelatihan struktural.

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja Persentase pejabat
ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan target
sebanyak 9,07% diperoleh realisasi sebanyak 9,72% dan capaian kinerja
sasaran 107,17%.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yaitu “Jumlah pejabat struktural
yang mengikuti diklat dibagi Jumlah seluruh pejabat struktural x 100%".
Adapun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang menunjang tercapainya
indikator kinerja Persentase pejabat struktural yang telah memiliki sertifikat
Diklat PIM sesuai dengan jenjangnya yaitu pendidikan dan pelatihan struktural
sebanyak 53 (lima puluh tiga) Pegawai yang terdiri dari:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 5 (lima) pegawai,
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 21 (dua puluh satu)
pegawai,

- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 27 (dua puluh tujuh)

pegawai.
4. Indeks Kepuasan Kepegawaian

Indeks Kepuasan
Kepegawaian

Capaian Sasaran 100,00%

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja “Indeks Kepuasan
Kepegawaian” dengan target nilai “Baik” diperoleh realisasi 89,61% dengan
kategori “Baik” dan capaian 100%. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lembaga pelayanan publik,
berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan
pelayanan, dimana masyarakat yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Kotawaringin Timur.
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Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja
pelayanan administrasi kepegawaian. Pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan penerima
pelayanan kepegawaian dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan
alternatif jawaban yang sudah disediakan. Laporan survei kepuasan
masyarakat tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan SK Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor : 800/281/BKPSDM.S/2024 tentang Penetapan Tim
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2024,

Survei yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 Unsur, antara lain :
Persyaratan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian
Biaya/Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

© NGO AwLDN =2

Sarana dan Prasarana

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hasil dari Korversi 9
(sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh Semester 1 dengan nilal 86,60
Kategori “B” dan semester Il dengan nilai 86,99 Kategori “B”, sesuai dengan
kuisioner yang diisi responden sebanyak 150 kuisioner.

» Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel

25



Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas kinerja birokrasi yang
bersih dan akuntabel memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Persentase Pelanggaran Disiplin

sentase Pelangg
Disiplin

Capaian Sasaran 77,27%

Dalam pencapaian sasaran strategis yang ke dua yaitu meningkatnya
kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki indikator kinerja
Pensentase Pelanggaran Disiplin dengan target 0,22% diperoleh realisasi
0,17% dan capaian kinerja sasaran 77,27%. Capaian tersebut menunjukkan
bahwa realisasi pelanggaran berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini
mencerminkan keberhasilan dalam menekan angka pelanggaran, sehingga
kondisi dapat dinilai baik.

Tingkat hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 3 (tiga)
kategori yakni sedang, ringan dan berat.

Tahun 2024 hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN
sebanyak 12 (dua belas) orang, Adapun antara lain:

- Hukuman disiplin kategori “Ringan” sebanyak 2 (dua) orang;
- Hukuman disiplin kategori “sedang” sebanyak 6 (enam) orang;
- Hukuman disiplin kategori “berat” sebanyak 4 (empat) orang.

2. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB

SKP minimal B/BB

Capaian Sasaran 100,11%
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Pada tahun 2024 Penilaian SKP Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun

2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, pasal 2

menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk:

a. Menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/ atasan langsung ke
dalam SKP;

b. Melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan Kinerja dan Penilaian
Kinerja;

c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

Hasil evaluasi diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase ASN
dengan nilai SKP minimal B/BB sebesar 100,11% dengan target 95,11% dan
realisasi 95,21%, sehingga capaian SKP seluruh ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melebihi target yang ditentukan
untuk tahun 2024 itu menunjukan bahwa kinerja ASN sudah sangat baik.

3. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan
kompetensi dan kebutuhan organisasi

ersentase pejabat yang
menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensi dan
kebutuhan organisasi

Capaian Sasaran 108,33%

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh
terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan
faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian
visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari
penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi
yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan
mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi

kontra produktif.
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Dengan dilakukannya uji kompetensi bagi pejabat/pegawai potensial ini
diharapkan dapat memudahkan OPD untuk mengidentifikasi kader-kader
potensial yang ada, memberikan gambaran potret kompetensi yang dimiliki oleh
pejabat/pegawai potensial yang diuji (dalam kaitannya dengan persyaratan
jabatan) serta membantu pimpinan dalam menyusun rencana penerapan dalam
rangka rotasi dan mutasi.

Pada pencapaian indikator kinerja Persentase pejabat yang menduduki
jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi dengan target
52,00% diperoleh realisasi 56,33% dan capaian kinerja sasaran 108,33%
dimana, sampai dengan tahun 2024 Jumlah pejabat sesuai dengan kompetensi
sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat orang).

4. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK

Persentase Pemenuhan 83,28 67,03 80,49%
Pegawai berdasarkan ABK
Capaian Sasaran 80,49%

Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah
mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No.
20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib
untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna
menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Dalam hal ini pencapaian sasaran strategis yang ke dua yaitu
meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki satu
indikator kinerja utama Pensentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK
dengan target 83,28% diperoleh realisasi 67,03% dan capaian kinerja sasaran
80,49%. Jumlah ketersediaan pegawai di kabupaten kotawaringin timur per 31
Desember 2024 adalah 6.374 pegawai dengan analisis beban kerja (ABK)
berjumlah 10.379.
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5. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

Persentase SIM layanan % 60,00 31,25 52,08%
Kepegawaian yang terbangun

Capaian Sasaran 52,08%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk Sasaran

Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan

indikator kinerja Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun dengan

target 60,00% , realisasi 31,25% dan capaian kinerja sasaran 52,08% dengan

perolehan layanan Kepegawaian yang terintegrasi menggunakan sistem

Informasi sampai dengan Desember 2024 sebanyak 5 (lima) layanan, yakni:

: 8

oA W N

Layanan Pensiun
Layanan Masa Persiapan Pensiun
Layanan Naik Pangkat Pegawai

. Layanan Cuti Pegawai

Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini

dengan beberapa Tahun Terakhir

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis

BKPSDM yang tercantum pada Renstra Perubahan Periode Tahun 2021-2026.
Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan
2024 adalah sebagai berikut:
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Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik

Rata-rata
lama
pegawai
mendapatk
an
pendidikan
dan
pelatihan

24

50

208,33

24

Tabel 3.3
Perbandingan antara IKU tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

233,33

24

141,67

32

36

112,50

Persentase
ASN yang
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
formal

0,20

0,58

290,00

2,16

1,68

77,78

22

1,52

69,09

2,20

5,74

260, 91

Persentase
pejabat
ASN yang
telah
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
struktural

7,56

3,14

41,53

8,06

8,22

101,99

8,57

10,70

124,85

9,07

2

9,72

El

107,17

Indeks
Kepuasan
Kepegawai
an

Baik

Baik

100,00

Baik

Baik

100,00

Baik

Baik

100,00

Baik

Baik

100,00
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